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Abstrak: Secara operasional Peraturan Daerah 18 Tahun 2005 tentang IMB 
belum  diimplementasikan  secara  efektif.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  faktor-
faktor  yaitu  adalah  faktor  peraturan  perundang-undangan  (Perda)  yaitu 
lemahnya aspek sosiologis dalam peraturan daerah karena kurang sosialisasi, 
faktor  aparat  yaitu  petugas  penegak  hukum  sebagai  lembaga  penegakan 
hukum perda  IMB belum berfungsi  secara  optimal,  dan  faktor  kesadaran 
hukum masyarakat  yaitu  kurangnya  taraf  kesadaran dan kepatuhan hukum 
masyarakat. Upaya-upaya  yang  harus  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala 
tersebut di antaranya penjabaran Perda melalui peraturan teknis atau petunjuk 
pelaksanaan,  aparatur  pemerintah  yang  profesional,  dukungan  dari 
masyarakat  dan  terpenuhinya  fasilitas  yang  mendukung  terlaksananya 
kegiatan tersebut.
 Kata Kunci : Implementasi Perda IMB
Pada  dasarnya  hukum  merupakan  serangkaian  norma  atau  kaidah–
kaidah  yang  berisi  tentang  segala  sesuatu  yang  harus  dilakukan  serta 
sekaligus  mengatur  segala  sesuatu  yang  tidak  boleh  dilakukan.  Hukum 
merupakan suatu kaidah yang di  tetapkan oleh otoritas yang sah dan juga 
berisi tentang kaidah sanksai bagi siapapun yang tidak mengindahkan bahkan 
melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Dengan demikian akan 
timbul suatu sifat imperatif/memaksa yang merupakan suatu kesatuan dengan 
keberadaan hukum. Begitu pula dengan peraturan daerah sebagai salah satu 
bentuk  peraturan  perundang–undangan  yang  merupakan  manifestasi  nyata 
dari  keberadaan  hukum,  merupakan  suatu  kaidah  yang  di  tetapkan  oleh 
otoritas yang sah dalam  hal ini adalah pemerintah daerah serta mempunyai 
sanksi yang akan dikenakan bagi siapa saja yang melanggarnya sebagai suatu 
ketentuan yang bersifat memaksa sehingga mempunyai ciri–ciri hukum secara 
mutlak.
Menurut UUD 1945, pemerintah pusat memberikan suatu keleluasaan 
kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi  daerah guna menghadapi 
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perkembangan keadaan baik di dalam maupun di luar negeri, serta persaingan 
global. Atas dasar pola pikir tersebut di atas, legislatif telah menetapkan suatu 
undang–undang yang selaras dengan iklim reformasi yakni  undang–undang 
No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (UU PEMDA). Undang–
undang  ini  pada  dasarnya  merupakan  suatu  upaya  untuk  mendukung 
pembangunan nasional. Oleh karena itulah, sebagai wujud nyata dari adanya 
dukungan  terhadap  penyelenggaraan  otonomi  daerah,  maka  melalui  UU 
PEMDA telah tercipta suatu mekanisme kekuasaan pemerintahan daerah yang 
pada  hakikatnya  memerlukan  suatu  kewenangan  yang  luas,  nyata  dan 
bertanggung jawab secara proporsional dan berkeadilan.
Salah  satu  kewenangan  yang  diberikan  kepada  pemerintah  daerah 
dalam rangka otonomi daerah adalah kewenangan pemerintah daerah untuk 
menetapkan  suatu  peraturan  daerah  tentang  retribusi.  Hal  tersebut  pada 
dasarnya merupakan suatu kewenangan di bidang hukum yang mencerminkan 
adanya  inisiatif  pemerintah  daerah  yang  terlihat  dari  proses  ditetapkannya 
suatu peraturan daerah tanpa harus menunggu pengesahan dari  pemerintah 
pusat  terlebih  dahulu.  Pada  hakikatnya  hal  tersebut  adalah  dalam rangka 
untuk mewujudkan kemandirian daerah, dimana tanggung jawab yang besar 
dalam hal pengaturan dibidang perundang–undangan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan  pembangunan untuk kepentingan masyarakat  daerahnya. 
Dengan demikian, setiap produk hukum daerah yang sifatnya mengatur akan 
dapat  langsung  diundangkan  sebagai  suatu  peraturan  perundang-undangan 
yang  mempunyai  daya  mengikat  yang  selanjutnya  ditempatkan  dalam 
lembaran daerah.
Oleh karena itu, berdasarkan UU PEMDA, akan diketahui bahwa pada 
dasarnya  pemerintah  daerah  berwenang  untuk  menetapkan  suatu  produk 
hukum  bagi  tiap-tiap  daerah  yang  bersangkutan,  dimana  yang  dimaksud 
dengan  produk  hukum tersebut  adalah  suatu  peraturan  daerah  yang  dapat 
ditetapkan tanpa menunggu adanya  izin/pengesahan dari  pemerintah pusat. 
Namun  demikian,  kewenangan  dibidang  hukum yang  dimiliki  pemerintah 
daerah sehubungan dengan penetapan suatu peraturan daerah pada hakikatnya 
bukanlah  kewenangan  tanpa  batas  karena  produk  hukum  yang  akan 
ditetapkan tersebut  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-
undangan di atasnya.  Dengan demikian pemerintah pusat tetap mempunyai 
kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap setiap produk hukum yang 
ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Salah  satu  bentuk  peraturan  daerah  yang  bersifat  mengatur  adalah 
Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2005 tentang Retribusi 
Izin Mendirikan Bangunan (Perda retribusi IMB). Peraturan ini merupakan 
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upaya  pemerintah  daerah  Kota  Gorontalo  untuk  mengendalikan  dan 
mengawasi pelaksanaan pembangunan di Kota Gorontalo serta upaya untuk 
menghimpun potensi dana dari masyarakat sebagai pendapatan asli di daerah. 
Perda  retribusi  IMB  ini  sebagaimana  halnya  dengan  produk  peraturan 
perundang-undangan lainnya adalah dilengkapi dengan perangkat sanksi yang 
mengikat bagi warga masyarakat.
Dalam  hal  penegakan  hukum,  pemerintah  Kota  Gorontalo  diberi 
kewenangan untuk melaksanakannya, termasuk dalam hal penegakan hukum 
mengenai IMB, sehingga secara mutlak harus berusaha menegakkannya demi 
terwujudnya  wibawa  hukum  yang  mencerminkan  wibawa  pemerintahan 
daerah sebagai suatu daerah yang mendapatkan otonomi yang luas dan penuh 
berdasarkan undang-undang.
Namun demikian, sampai sekarang implementasi terhadap Perda IMB 
di Kota Gorontalo belum berjalan secara efektif. Tidak efektifnya ketentuan 
mengenai  IMB  di  Kota  Gorontalo  disebabkan  oleh  faktor-faktor  yang 
mempengaruhinya.
Subtansi Hukum
Substansi  atau  materi  dari  suatu  produk  peraturan  perundangan 
merupakan faktor yang cukup penting untuk diperhatikan dalam penegakkan 
hukum, tanpa substansi atau materi yang baik suatu peraturan perundangan 
sangat sulit bagi aparatur penegak hukum untuk dapat menegakkan peraturan 
perundangan  secara  baik  pula,  dan  hal  tersebut  sangat  ditentukan  atau 
dipengaruhi  ketika  proses  penyusunan  suatu  peraturan  perundangan 
dilakukan.
Suatu produk peraturan perundangan dapat dikatakan baik apabila hal-
hal  yang  diatur  dalam peraturan  perundangan  tersebut  dirumuskan  secara 
jelas,  tegas,  sistematis  dan  mudah  untuk  dimengerti  oleh  semua  pihak, 
sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi setiap orang 
yang membaca peraturan perundangan tersebut.
Untuk menilai keberlakuan Perda IMB secara yuridis, maka berdasarkan 
Stufenttheori dari Hans Kelsen (Budiman N.P.D Sinaga, 2004 :18) bahwa sistem 
hukum  hakikatnya  merupakan  sistem  hirarki  yang  tersusun  dari  peringkat 
terendah hingga peringkat tertinggi,  semakin tinggi kedudukan hukum dalam 
peringkatnya semakin abstrak dan umum sifatnya norma yang dikandungnya. 
Dan semakin rendah peringkatnya  semakin nyata operasional sifat norma yang 
dikandungnya. Hukum yang lebih rendah harus berdasar, bersumber, dan tidak 
boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi (lex superior derogate lex  
inferiori), sifat bertentangan dari hukum yang lebih rendah akan mengakibatkan 
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batal demi hukum. Stufentheori ini juga telah menjiwai sistem hukum Indonesia 
sebagaimana  Undang-undang Nomor  10  Tahun 2004 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan.
Secara  hirarkhi  peraturan  perundang-undangan  nomor  32  tahun  2004 
dikatakan sebagai undang-undang organik yaitu diperintahkan pembentukannya 
oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya  (attributie  
van wetgevingsbevoegdheid),  dalam hal ini pasal 18 ayat (7) UUD 1945 yang 
berbunyi “ susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur 
dalam Undang-undang”.
Sehubungan dengan komponen subtansi dalam upaya mengimplementasi-
kan Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2005 tentang retribusi izin mendirikan 
bangunan, maka diperlukan upaya pengkajian yang lebih intensif terhadap hal 
subtansi larangan maupun sanksi dalam upaya mewujudkan pelaksanaan perda 
tersebut  yan  pada  intinya  peraturan  mengenai  larangan-larangan dan  sanksi-
sanksi dalam perda tersebut harus didukung pula dengan pengaturan hak dan 
kewajiban sehingga masyarakat dapat mentaatinya terutama bagi yang belum 
memiliki izin bangunan.
Paul dan Dias dalam (Esmi,  2005:105 -106) mengajukan syarat-syarat 
yang harus dipenuhui untuk mengefektifkan hukum, antara lain yaitu, pertama: 
Mudah tidaknya makna aturan-aturan itu untuk ditangkap dan dipahami. Kedua: 
Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan 
hukum yang bersangkutan.
Melihat kondisi bahwa sebagian besar masyarakat Kota Gorontalo belum 
memahami subtansi retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana ditentukan 
dalam perda Nomor 18 Tahun 2005, hal ini menunjukan syarat luasnya kalangan 
dalam  masyarakat  yang  mengetahui  isi  aturan-aturan  hukum  sebagaimana 
dikemukakan  Paul  dan  Dias  adalah  belum terpenuhi.  Konsekuensi  logisnya 
adalah  bahwa  untuk  mengharapkan  partisipasi  masyarakat  yang  intesif  dan 
efektif dalam kondisi masyarakat yang seperti itu adalah tidak mungkin.
Akhirnya  dengan  pengaturan  yang  jelas  dan  terinci  terhadap  Perda 
melalui Keputusan Kepala Daerah akan mengeliminir  perbedaan pemahaman 
antara  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  sehingga  dapat  meningkatkan 
kesadaran  hukum  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  setiap  pengambilan 
kebijakan publik.
Keputusan Kepala Daerah tidak selalu mempunyai sifat atau berbentuk 
peraturan  perundang-undangan.  Kepala  Daerah  mempunyai  kewenangan 
membuat  ketetapan  (beschikking) dan  peraturan  kebijaksanaan (beleidregels 
atau pseudowetgeving) seperti pembuatan juklak dan juknis.
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Dengan demikian  perda ini  merupakan suatu faktor  yang  mendasari 
bagaimana  perda  terbentuk  dan  apakah  isi  perda  itu  sendiri.  Proses 
pembentukan  perda  yang  baik  akan selalu  melibatkan  peran  serta  aspirasi 
masyarakat sebagai bahan pertimbangan utama. Dalam pembentukan perda, 
pemerintah  harus  memperhatikan  kebutuhan  serta  kepentingan  masyarakat 
luas  sebagai  bentuk  kepedulian  akan  terwujudnya  kesejahteraan  rakyat 
dengan tetap berpedoman pada tertib hukum yang telah ada. 
Dengan  pola  pembentukan  perda  yang  memperhatikan  aspirasi 
masyarakat sebagai pertimbangan utama, akan terbentuk  suatu tertib hukum 
yang  bersifat  responsif  dan  akomodati,  yang  mampu  menerjemahkan 
kebutuhan dan kepentingan rakyat serta harus disesuaikan dengan kondisi dan 
karakteristik masing–masing daerah sebagai faktor penunjang bagi kelancaran 
pelaksanaan  perda.  Dengan  demikian,  setiap  rancangan  perda  haruslah 
merupakan suara rakyat yang harus diperjuangkan dan dilaksanakan sebagai 
amanat  rakyat  yang  menghendaki  terlaksananya  tertib  hukum berkeadilan 
untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.
Struktur Hukum
Peranan aparatur penegak hukum juga tidak kalah pentingnya dalam 
menentukan tingkat keberhasilan penegakkan suatu peraturan perundangan, 
baik  buruknya  aparatur  penegak  hukum dapat  menentukan  baik  buruknya 
pula  suatu penegakkan peraturan perundangan.  Suatu peraturan  perundang 
yang  baik  terkadang  tidak  dapat  ditegakkan  secara  baik,  apabila  yang 
menegakkan peraturan perundangan tersebut adalah aparatur penegak hukum 
yang tidak baik atau cakap. Dan hal tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak 
hal, diantaranya rendahnya tingkat pemahaman dari aparatur penegak hukum 
terhadap substansi suatu peraturan perundangan.
Komponen  struktur  yaitu  kelembagaan  yang  ditetapkan  oleh  sistem 
hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya 
sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem 
hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum 
secara teratur (Esmi, 2005 :30). Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin yang 
menggerakan sistem hukum. Maka efektifnya hukum itu sangat ditentukan oleh 
struktur pelaksana hukum tersebut.
Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2005 tentang retribusi izin mendirikan 
bangunan  di  kota  Gorontalo  adalah  upaya  Pemerintah  Daerah  dalam 
mewujudkan pendapatan asli  daerah, yang pada akhirnya  akan dimanfaatkan 
untuk kegiatan pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.
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Ruang  lingkup  struktur  hukum  dapat  diistilakan  sebagai  “  Penegak 
Hukum”  adalah  mencakup  mereka  secara  langsung  maupun  tidak  langsung 
berkecimpung dibidang penegakkan hukum. Menurut  Soekanto  (1983:  19) 
Secara  sosiologi  penegakkan  hukum  mempunyai  kedudukan  (status) dan 
peranan (rule). Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang 
isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.
Jika dilihat dari segi struktur hukum, maka dalam upaya mengimplemen-
tasikan perda nomor 18 tahun 2005 tentang retribusi izin mendirikan bangunan 
maka  perlu  diperhatikan  faktor-faktor  sebagai  berikut: a)  Pemerintah  Kota 
Gorontalo dalam hal ini instansi terkait harus mempunyai  political will untuk 
melaksanakan perda tersebut; b) Perlu dilakukan pengkajian lebih komrehensif 
terhadap Perda  dengan melibatkan  masyarakat  secara  luas  berkaitan  dengan 
subtansi  hukum  yang  berisi  sanksi-sanksi,  hak  dan  kewajiban  masyarakat, 
karena masyarakat  yang akan terkena dampak langsung dari kebijakan yang 
dibuat tersebut, dan kewajiban pemerintah untuk memberikan kepastian hukum 
serta dilanjutkan dengan sosialisasi secara intensif agar masyarakat memperoleh 
pemahaman  yang  jelas;  c)  Pemerintah  Daerah  harus  membuat  aturan 
pelaksanaan dari  perda tersebut untuk memperjelas secara teknis mekanisme 
kerja sehingga dapat memberikan jaminan bagi aparat yang akan menjalankan 
tugasnya; d) Bagi aparat pelaksana perlu ditunjang dan didukung sarana dan 
prasarana yang memadai serta biaya yang cukup.
Kultur Hukum
Faktor  kultur  hukum  tidak  dapat  diabaikan  begitu  saja  dalam 
menentukan  sukses  atau  tidaknya  penegakkan  suatu  produk  peraturan 
perundangan,  meskipun  materi  suatu  peraturan  perundangan  itu  baik,  dan 
dilengkapi  oleh aparatur  hukum yang  cakap dalam menegakkannya,  tanpa 
adanya budaya hukum yang kondusif di masyarakat rasanya akan sangat sulit 
bagi  suatu  produk  peraturan  perundangan  dapat  berjalan  secara  efektif.  
Sedangkan  budaya  hukum  itu  sendiri  tercermin  dalam  sikap  warga 
masyarakat  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  sistem  nilai  yang  dianut  oleh 
masyarakat
Dalam upaya  mengefektifkan penerapan hukum,  maka perlu dipahami 
pula kekuatan-kekuatan sosial yang melingkupinya. Karena sekalipun hukum itu 
nampak sebagai seperangkat norma-norma hukum, tetapi ia selalu merupakan 
hasil  dari  pada suatu proses sosial.  Kekuatan-kekuatan sosial itu akan selalu 
berusaha  untuk  masuk  dan  mempengaruhi  setiap  proses  pembentukan  dan 
pelaksanaan hukum.
INOVASI, Volume 8, Nomor 3, September 2011 ISSN 1693-9034 107
Penegakkan  hukum  terhadap  masyarakat  bertujuan  untuk  mencapai 
kedamaian dan ketentraman di masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut 
tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum. Dilihat dari 
sudut sosial budaya, masyarakat Gorontalo sendiri masih memiliki karakteristik 
paternalistik  sehingga  sangat  enggan  untuk  melakukan  kritik-kritik  terhadap 
pemimpinnya.  Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari kuatnya nuansa 
kultural dalam kehidupan masyarakat.
Dalam kaitannya dengan keberadaan perda nomor 18 tahun 2005 tentang 
retribusi izin mendirikan bangunan, merupakan suatu upaya pemerintah daerah 
dan  DPRD  Kota  Gorontalo  untuk  mengoptimalkan  potensi  pendapatan  asli 
daerah  yang  bersumber  dari  partisipasi  masyarakat  melalui  izin  membagun. 
Selain  itu  Kota  Gorontalo  sebagai  ibukota  Provinsi  dengan  adanya  perda 
tersebut dapat diwujudkan penataan kota dan bangunan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku dan harapan masyarakat. Oleh karena itu  kaedah-kaedah hukum 
yang  terkandung  dalam  perda  tersebut  harus  mencerminkan  nilai-nilai 
kehidupan yang ada dalam masyarakat dan disertai dengan sanksi tegas, dan 
jika  perlu dapat  dipaksakan oleh lembaga  atau aparat  yang  berwenang agar 
supaya diikuti oleh masyarakat. 
Keberadaan masyarakat  disebut sebagai faktor penentu utama karena 
pada  hakikatnya  suatu  penyusunan  perda  yang  baik  haruslah  berasal  dari 
kebutuhan dan kepentingan rakyat yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, 
serta perkembangan yang sosial yang ada. Di sisi  lain, kondisi masyarakat 
yang dapat dilihat dari tingkat pendidikan serta adanya perbedaan status yang 
masih  hidup  dalam  masyarakat,  merupakan  faktor  yang  menentukan 
keberhasilan  penerapan  suatu  perda.  Karakter  masyarakat  juga  termasuk 
faktor  penting  yang  menentukan  keberhasilan  pelaksanaan  perda  karena 
faktor  ini  merupakan  suatu  faktor  yang  menentukan  ketaatan  masyarakat 
terhadap perda sebagai salah satu tertib hukum yang harus dilaksanakan.
Menurut Soekanto (1983 :5) secara konsepsional, inti dan arti penegakkan 
hukum  terletak  pada  kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang 
terjabarkan didalam kaidah-kaidah dan pengejawantahan dari sikap dan tindak 
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, 
dan  mempertahankan  kedamaian  hidup.  Konsepsi  yang  mempunyai  dasar 
filosofis tersebut,  memerlukan penjelasan lebih lanjut,  sehingga akan tampak 
lebih kongrit.
Nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara 
kongrit  lagi,  oleh karena nilai-nilai  lazimnya  bersifat  abstrak.  Penjabaran itu 
dalam  bentuk  kaedah-kaedah  hukum  yang  berisikan  suruhan,  perintah, 
kewajiban, larangan bahkan sanksi.
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Simpulan
Substansi  hukum  yang  terdapat  dalam  Perda    tentang    IMB  di  Kota 
Gorontalo, bersifat belum responsif terhadap masyarakat  sebagai wajib IMB. 
Secara  subtansi  apabila  Peraturan  Daerah  nomor  18  tahun  2005  Tentang 
Retribusi izin mendirikan bangunan di  Kota Gorontalo dapat dijabarkan secara 
rinci melalui peraturan pelaksanaan maupun petunjuk teknisnya, sehingga dapat 
mempermudah pengaturannya bagi penegak maupun aprat dalam melaksanakan 
tugasnya di lapangan serta masyarakat sebagai obyek dari perda tersebut dapat 
mengetahui dan mematuhi.
Struktur hukum, dalam hal ini aparat pemerintah, belum efektif dalam 
melaksanakan  tugasnya  Peraturan  Daerah  Nomor  18  tahun  2005  Tentang 
Retribusi izin mendirikan bangunan di  Kota Gorontalo adalah merupakan tugas 
dan tanggung jawab aparat penegak hukum, dalam hal ini satuan polisi pamong 
praja  (Satpol  PP dan  instansi  terkait  lainnya),  sehingga  dengan penegakkan 
secara konsisten dan konsekuen dapat memberikan ketertiban bagi masyarakat 
terutama bagi yang bangunan rumah yang belum memiliki IMB.
Kultur  Hukum atau  Pengetahuan  dan  pemahaman  hukum masyarakat 
mempunyai pengaruh yang signifikan  terhadap  efektivitas  penegakan  perda 
IMB. Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2005 Tentang Retribusi izin mendirikan 
bangunan di  Kota Gorontalo merupakan pencerdasan bagi masyarat terutama 
yang belum memiliki IMB. Dengan demikian perda tersebut dapat memberikan 
kesadaran bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah hanya semata-
mata untuk kepentingan bersama.
Saran
Memperbaiki dan melengkapi faktor-faktor yang mempengaruhi Perda 
IMB, salah satunya adalah dengan Mengefektifkan Peraturan Daerah tentang 
IMB melalui penerapkan sanksi yang lebih berbobot untuk menimbulkan efek 
jera bagi masyarakat terutama pemilik bangunan. Meningkatkan Sosialisasi 
Peraturan  Daerah  Tentang  IMB,  untuk  membangun  Kesadaran  hukum 
masyarakat Kota Gorontalo dalam kegiatan mendirikan bangunan.
Melakukan  Upaya-Upaya  dengan  peningkatan  pengawasan  sebagai 
instrumen  kontrol  bagi  aparat  pemerintah  sebagai  pelaksana  dilapangan, 
Penerapan pola pembinaan yang tepat dan berdaya guna dengan Pendisiplinan 
yang manusiawi; serta keteladanan dari pengambil kebijakan.
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Sumber lainnya
Undang-undang  nomor  10  tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan 
Perundang-undangan.
Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2005 Tentang Retribusi izin mendirikan 
bangunan di Kota Gorontalo.
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